
Menimbang

BUPATI LAHAT

PROVINSISUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan

dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Anggaran

'^endapatan dan Beianja Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bum! dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

^  Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara R1 Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

'O 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah R1 Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2020;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nonior 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan

^  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2012 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 03);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 04);

29



29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2014

tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada

Bank Sumsel Babel Cabang Lahat (Lembaran Daerah

Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lahat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSK^AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah : c.

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 119.670.768.419,00

b. Dana Perimbangan : Rp 1.352.545.902.340,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 473.946.107.245,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.946.162.778.004,00

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp 686.830.485.988,00

2. Belanja Bunga Rp 0,00

3. Belanja Subsidi Rp 0,00

4. Belanja Hibah Rp 10.757.100.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial Rp 400.000.000,00

6. Belanja Bag! Hasil Rp 5.146.706.900,00



7. Belanja Bantuan Keuangan

8. Belanja Tidak Terduga

Rp 452.459.508.626,00

Rp 3.000.000.000.00

Rp 1.158.593.801.514,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawal Rp 37.100.053.040,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp 560.612.248.150,00

3. Belanja Modal Rp 286.532.624.000,00

Rp 884.244.925.190,00

Jumlah Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

Rp

Rp

2.042.838.726.704,00

(96.675.948.700,00)

3. Pemblayaan Daerah

a) Penerimaan Rp 97.675.948.700.00

b) Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pemblayaan Netto Rp 96.675.948.700,00

Sisa lebih pemblayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp 0,00

Pasal 2

RIngkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lamplran 1 Peraturan BupatI Inl.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 1 dirlnci dalam Lamplran II, Lamplran III dan Lamplran IV Peraturan BupatI Inl.

Pasal 4.



Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalarri Berita Daerah.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal IJ Desember 2019

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR.,..^?-


